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Pendahuluan
Pembangunan kesehatan ditujukan untuk
kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk
agar dapat mewujudkan' derajat kesehatan
masyarakat yang optimal, sebagai salah satu unsur
kesejahteraan umum dan tujuan nasional.
Pembangunan kesehatan yang terencana dan
kontinyu telah dilaksanakan sejak Repelita I (1969).
Dalam Repelita I kebijaksanaan diarahkan untuk
mengadakan integrasi upaya preventif dan kuratif
dengan mengutamakan untuk mengkonsolidasikan
fasilitas pelayanan kesehatan dalam bentuk upaya
kesehatan Puskesmas. Dalam Repelita II,
pembanguan kesehatan diarahkan untuk pemerataan
pelayanan dengan mengutamakan sumber daya
kesehatan, terutama penambahan Puskesmas,
pengadaan obat-obatan dan penempatan tenaga
kesehatan. Dalam Repelita III, kebijaksanaan
pemerataan pelayanan kesehatan masih dilanjutkan
dengan mulai meningkatkan fungsi dari fasilitas
pelayanan kesehatan yang telah ada. Dalam Repelita
IV kebijaksanaan pembangunan diutamakan pada
peningkatan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan.
Sedangkan dalam Repelita V, pembangunan
kesehatan ditujukan untuk peningkatan pemerataan
dan mutu pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk
menciptakan kondisi dan prasyarat guna tercapainya
tujuan pembangunan kesehatan.
Disadari karena berbagai faktor hambatan
dan masalah yang dihadapi, pembangunan nasional
termasuk pembangunan kesehatan di Indonesia
Bagian Timur tidak secepat wilayah Indonesia
lainnya. Memang dalam GBHN tahun 1988 tidak
tercantum arah dan strategi yang harus diikuti oleh
pemerintah untuk memberikan perhatian khusus
kepada Indonesia Bagian Timur. Yang perlu
mendapatkan perhatian adalah daerah terpencil,
daerah pemukiman baru, daerah perbatasan serta
masyarakat terasing . Sebagai pelaksanaannya, pada
Kepala Biro Perencanaan Depkes RI
tahun 1986 dalam rangka program Inpres Kesehatan
telah ditetapkan 11 propinsi yang dikatagorikan
sebagai propinsi yang mempunyai daerah terpencil,
yaitu : DI Aceh, Riau, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi
Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur,
Maluku, Irian Jaya dan Timor Timur. Namun
demikian, Bapak Presiden RI dalam kesempatan
menyampaikan RAPBN Tahun 1990/1991 kepada
Dewan Perwakilan Rakyat, mengemukakan tekad
pemerintah untuk memberikan perhatian khusus
kepada pembangunan di Indonesia Bagian Timur.
Makalah ini disusun untuk memberikan
kejelasan tentang kebijaksanaan pembangunan
kesehatan Indonesia Bagian Timur sebagai
penjabaran dari kebijaksanaan pemerintah seperti
tersebut di atas. Diharapkan makalah ini dapat
memberikan masukan yang bermanfaat untuk
pembahasan-pembahasan yang akan dilakukan dalam
Lokakarya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Indonesia Bagian Timur.
Keadaan dan Masalah
1. Keadaan Umum dan Lingkungan
a. Seperti propinsi-propinsi di luar Jawa-Bali pada
umumnya, jumlah penduduk di propinsi-propinsi
Indonesia Bagian Timur tidak banyak. Namun
penyebarannya tidak merata, mendiami
daerah/wilayah yang luas.
b. Keadaan geografis berat, khususnya di Irian Jaya
yang terdiri dari pegunungan dan hutan lebat dan
di Maluku yang wilayahnya berkepulauan.
Penduduk yang menyebar secara tidak merata
dan keadaan geografi yang berat menjad i
hambatan utama dalam upaya pemerataan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
c. Hambatan yang ada menjadi bertambah berat
karena transportasi/komunikasi yang sulit dan
sangat tergantung pada pergantian musim.
d. Tingkat pendidikan penduduknya masih rendah.
e. Pendapatan per kapita masih rendah dan pada
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umumnya di bawah rata-rata nasional. Sebagai
gambaran berikut ini adalah Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) per kapita tahun 1989
dengan harga konstan tahun 1983 (tanpa migas).
Propinsi
1. Irian Jaya
2. M a 1 u k u
3. Timor Timur
4. S u 1 u t
5. Sulteng
6. Sulsel
7. Sultra
8. NTB
9. N T T
I N D O N E S I
PDRB/kapita (Rp.)
505.244
434.708
181.380
348.476
314.724
362.632
367.900
227.087
201.340
A 492.908
2. Upaya Kesehatan
a. Pembangunan dan pemerataan fasilitas
pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan
Puskesmas Pembantu telah dilakukan sejak
Repelita II. Ditinjau dari ratio Puskesmas dengan
Penduduk, keadaan di propinsi-propinsi
Indonesia Bagian Timur lebih baik dari rata-rata
nasional. Namun dilihat dari wilayah yang hams
dilayani, keadaannya masih berat.
Berikut ini gambaran tentang ratio
Puskesmas dengan penduduk dan luas wilayah yang
hams dilayani di propinsi- propinsi Indonesia Bagian
Timur dibandingkan rata-rata nasional pada tahun
1990.
Propinsi B
1. Irian Jaya
2 . M a l u k u
3. Timor Timur
4. S u 1 u t
5. Sulteng
6. Sulsel
7. Sultra
8, NTB
9. NTT
11,4
6,0
4,8
6,0
4,1
6,5
3,0
5,0
11,7
2.297
736
266
657
251
465
187
293
190
3,8
4,2
4,3
4,2
3,6
6,7
3,7
4,3
3,0
I N D O N E S I A 3,2 310 3,3
Keterangan :
A : Puskesmas/100.000 penduduk
B : luas wilayah/puskesmas (Km2)
C : Ratio Pustu/Puskesmas
Dari tabel di atas terlihat bahwa Ratio
Puskesmas Pembantu dengan Puskesmas di propinsi-
propinsi Indonesia Bagian Timur pada umumnya
juga lebih baik dari keadaan rata-rata nasional.
b. Karena hamhatan geografis dan transportasi serta
terbatasnya tenaga kesehatan, cakupan pelayanan
kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
masih rendah. Untuk meningkatkan cakupan ini
telah diadakan pula Puskesmas Keliling serta
penyediaan biaya untuk pelayanan dokter terbang
dan dokter terapung.
c. Rujukan pelayanan kesehatan sangat sulit
3. Derajat kesehatan
a. Angka kematian bayi (IMR) di beberapa propmsi
Indonesia Bagian Timur masih di atas rata-rata
nasional. Dari SUPAS 1985 IMR di propinsi-
propinsi Indonesia Bagian Timur adalah seperti
pada tabel ini :
Propinsi IMR (per 1000 lahir hidup
1. Irian Jaya
2. Maluku
3. Sulawesi Utara
4. Sulawesi Tengah
5. Sulawesi Selatan
6. Sulawesi Tenggara
7. N T B
8. NTT
9. Timor Timur
74
85
57
105
73
82
112
74
93
I N D O N E S I A 71
b. Angka kesakitan penyakit menular juga masih
tinggi. Seperti malaria yang ditunjukkan dengan
parasite rate (PR) di Timor Timur 9,14; Irian
Jaya 16,92; Maluku 12,32; Sulawesi Utara
15,15; Sulawesi Tengah 7,39; dan NTT 4,78.
Prevalensi penyakit kusta juga masih tinggi dan
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umumnya di atas angka nasional (kecuali NTB),
yaitu berkisar antara 0,73 - 3,28 per 1000
penduduk dibanding angka nasional 0,51 per
1000 penduduk.
c. Meskipun angka kematian penyakit diare terlihat
telah menurun, namun CFR di propinsi-propinsi
Indonesia Bagian Timur (kecuali NTB) masih
tetap di atas angka nasional. Pada tahun 1990
CFR di Indonesia sebesar 0,025 % dan di
propinsi-propinsi Indonesia Bagian Timur
berkisar antara 0,027 - 0,874 %.
d. Status gizi masyarakat masih rendah. Kurang
Kalori Protein (KKP) pada balita pada tahun
1989 berkisar antara 3.88 % sampai dengan
22.17 % dibandingkan dengan rata-rata nasional
sebesar 10.48 %.
Berikut ini keadaan KKP pada balita di
propinsi-propinsi Indonesia Bagian Timur tahun
1987 dan 1989 :
L o k a s i
1. Irian Jaya
2. Maluku
3. Sulawesi Utara
4. Sulawesi Tengah
5. Sulawesi Selatan
6. Sulawesi Tenggara
7. NTB
8. NTT
9. Timor Timur
KKP ( %
1987
13,68
16,64
6,68
14,%
13,49
13,12
18,97
14,90
17,12
)
1989
3,88
9,36
6,07
8,51
14,50
16,28
14,28
16,05
22,17
I N D O N E S I A 10.97 10.48
Kebijaksanaan Pelaksanaan Pembangunan
Kesehatan Indonesia Bagian Timur
Kondisi propinsi-propinsi Indonesia Bagian
Timur diwarnai oleh adanya daerah terpencil,
pemukiman baru, daerah perbatasan dan masih
terdapatnya masyarakat suku terasing.
Dalam Pola Umum Repelita V kesehatan
seperti tercantum dalam GBHN dikemukakan antara
lain : "Pembangunan kesehatan terutama ditujukan
pada golongan masyarakat yang berpenghasilan
rendah, baik di pedesaan maupun di perkotaan.
Perhatian khusus perlu diberikan kepada daerah
terpencil, kelompok masyarakat terasing, daerah
pemukiman baru termasuk daerah transmigrasi, dan
daerah perbatasan. Sehubungan dengan itu, perlu
terus ditingkatkan upaya untuk memperluas dan
mendekatkan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat dengan mutu yang lebih baik dan biaya
yang terjangkau oleh masyarakat".
Seperti diketahui tujuan utama
pembangunan kesehatan dalam Repelita V adalah
peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan
kesehatan, antara lain dengan meningkatkan
kemampuan teknis dan administratif serta menambah
jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan,
khususnya di daerah terpencil dan perbatasan;
peningkatan kemampuan manajemen peningkatan
peran serta masyarakat dan swasta.
Secara operasional, pembangunan
kesehatan di Indonesia Bagian Timur dilaksanakan
dengan kebijaksanaan dan langkah- langkah sebagai
berikut:
1. Mendekatkan pelayanan kesehatan kepada
masayarkat (accessibility), melalui:
a. Menambah fasilitas pelayanan kesehatan
masyarakat khususnya Puskesmas Pembantu
yang dilengkapi dengan ketenagaan, peralatan,
alat dan biaya operasional yang memadai.
b. Kemampuan Puskesmas dan Puskesmas
Pembantu ditingkatkan agar dapat mandiri guna
menekan kasus rujukan yang tidak diperlukan.
c. Meningkatkan mobilisasi pelayanan kesehatan
melalui Pelayanan Puskesmas Keliling, dokter
terbang dan dokter terapung serta kemungkinan
lainnya untuk wilayah yang sarana
transportasinya sulit (Puskesmas jalan kaki di
Irja dan pelayanan kesehatan gugus pulau di
Maluku).
d. Dalam rangka peningkatan status gizi
masyarakat, mulai tahun 1991/1992 telah
dilaksanakan pula kegiatan pemberian makanan
tambahan bagi anak sekolah (PMT - AS) di 5
propinsi di Indonesia. Empat propinsi
diantaranya adalah propinsi di Indonesia Bagian
Timur, yaitu Irian Jaya, Maluku, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur.
e. Peningkatan pelayanan kesehatan terutama yang
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ditujukan dalam upaya menurunkan angka
kematian bayi (IMR), angka kematian ibu
(MMR) dan meningkatkan status gizi masyarakat
untuk propinsi Irian Jaya, Maluku dan Nusa
Tenggara Timur sedang dalam proses untuk
mendapatkan bantuan luar negeri (Bank Dunia).
2. Meningkatkan sistem rujukan, yang terutama
diarahkan pada :
a. Alih pengetahuan dan teknologi yang meliputi
pelatihan dpkter/paramedis Puskesmas dalam
pelayanan spesia- listik dan pelatihan paramedis
Puskesmas Pembantu dalam pelayanan medis
tertentu (yang biasa dilakukan dokter umum di
Puskesmas).
b. Melengkapi sarana komunikasi (seperti SSB)
antara fasilitas kesehatan di berbagai tingkat
administrasi pemerintahan, dari tingkat desa
sampai tingkat propinsi.
3. Meningkatkan pengembangan tenagakesehatan,
meliputi:
a.Peningkatan produksi tenaga kesehatan yang
memenuhi kebutuhan wilayah setempat.
Pendidikan tenaga kesehatan diutamakan untuk
memberikan kesempatan kepada penduduk
setempat (seperti meringankan test masuk bagi
calon peserta didik penduduk setempat).
b. Di Irian Jaya dikembangkan pendidikan perawat
kesehatan jarak jauh bagi penduduk setempat
(biasanya yang bekerja di Puskesmas/penjenang
kesehatan). Kepada yang bersangkutan setelah
menyelesaikan pendidikan ini, memperoleh
ijazah perawat kesehatan, meskipun kualitasnya
"di bawah" perawat kesehatan biasa. Tenaga ini
dikenal sebagai perawat lokal, karena bila yang
bersangkutan ingin bekerja di luar propinsi Irian
Jaya, harus terlebih dahulu menempuh proses
orientasi.
c. Pemerataan pendayagunaan tenaga kesehatan;
penempatan tenaga kesehatan di daerah terpencil
telah mendapatkan perhatian khusus melalui
penempatan dokter pegawai tidak tetap.
d. Peningkatan kemampuan tenaga kesehatan akan
memperoleh perhatian yang memadai .
Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan
(fellow-ship) akan diutamakan bagi tenaga
kesehatan yang bertugas di IBT. Di samping itu
indeks biaya pendidikannya juga akan lebih
tinggi dari daerah-daerah lainnya.
4. Meningkatkan sumber daya kesehatan lainnya :
a. Menyediakan obat-obatan dan vaksin yang
memadai dan meningkatkan prosedur
distribusinya agar dapat mencukupi kebutuhan
untuk dapat bertahan dalam periode yang cukup
lama, khususnya dalam mengantisipasi
kekosongan obat di wilayah yang karena
transportasiny a terputus disebabkan pengaruh
musim.
b. Menyediakan biaya operasional yang memadai
sesuai dengan kebutuhan setempat. Biaya
operasional Puskesmas, Puskesmas dengan
tempat tidur, Puskesmas Pembantu dan
Puskesmas Keliling, indeks biayanya berbeda
dengan daerah lainnya. Alokasi dana untuk
propinsi-propinsi Indonesia Bagian Timur
memperoleh porsi yang lebih besar.
c. Alokasi dana pembangunan untuk Propinsi-
propinsi Indonesia Bagian Timur juga telah
mendapatkan perhatian memadai. Dalam label 1
pada lampiran, terlihat anggaran pembangunan
kesehatan per kapita dan kenaikannya tahun demi
tahun untuk Propinsi - propinsi yang mempunyai
daerah terpencil tahun 1990/1991 - 1992/1993
dibandingkan dengan alokasi untuk Indonesia
secara keseluruhan.
5. Meningkatkan kerja sama lintas sektor di
berbagai tingkat administrasi pemerintahan dan
kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat
(LSM) termasuk missionaris.
Pemerintah telah memberikan bantuan
peralatan dan tenaga yang diperlukan.
Penutup
Sebagaimana pembangunan nasional pada
umumnya, pembangunan kesehatan akan lebih
memberikan perhatian kepada Indonesia Bagian
Timur.
Sehubungan dengan kondisi dan situasi
yang bersifat khusus di wilayah Indonesia Bagian
Timur, diperlukan pendekatan khusus untuk
memecahkan masalah yang dihadapi. Untuk itu
harus dicari dan dijajaki kemungkinan program-
program inovatif/terobosan. Dalam hal mana
penelitian dan pengembangan kesehatan di wilayah
ini perlu mendapatkan perhatian yang memadai.
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Kebijaksanaan pembangunan kesehatan
Indonesia Bagian Timur yang diutarakan dalam
makalah hanyalah garis besarnya saja. Diharapakan
dari Lokakarya Penelitian dan Pengembangan
Kesehatan Bagian Timur, dapat dibahas dan
dirumuskan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang
lebih rinci dan operasional dan atau program-
program inovati f yang perlu dikembangkan.
ANGGARAN PEHBANGUNAN KESEHATAN PERKAP1TA (DIP)
TAHUN 1990/91 DAN 1992/93
(dalam Ribuan Rupiah)
1
| LOKASI
1
1
I1
1
|1. Irian Jaya
I
|2.Haluku
I|J.Sulut
I
|4.Sulteng
I
|S.SulSel
II
|6.Sul.Tenggara
I
|7.N T B
I
|8.N T T
I
|9.Ti*nr Timur
|
| 10. D.I Aceh
I
|11.R i a u
I
I
|12.Kalbar
I
|13.Kalteng
1
(U.KaltiB
1|1
1
1990/91 (DIP)
T
Jualah | Perkapita
5.206.951,0
2.672.943,0
3.626.468.0
1.532.947.0
4.087.375,0
1.534.229,0
11.104.442,0
3.446.253,0
3.382.369,0
3.876.090,0
2.520.296,0
1.702.090,0
2.487.464,0
6.660.232.0
(Rp.) *)
3.172.2
1.440,1
1.463,0
895.8
585,4
1.136.8
3.295,4
1.054,3
4.535,5
1.132,1
76Z.3
525,5
1.781,4
3.549,0
1991/92 (DIP)
I 1
Jintah | X Naik thdl Perkapita
| 1990/91
I1
I1
10.880.806,0| 109,0
r
3.234.721,0) 21,0
1
6.329.712,0| 74,5
1
3.429.954,0| 123,7
I
14.585.411,0) 256,8
|1
3.470.367,0| 126,2
I
3.406.846.0) (69,3)
I
7.507.339.0) 117,8
I
5.387.096.0) 59,3
I
7.383.971,0) 90,9
I
4.901.231.0) 94,5
I
4.130.968,0) 142.7
|
2.734.951,0) 9,9
I
12.277.042,0) 84.3
I
1I
I
| INDONESIA | 151. 632.373,0] 845,6)236.885.000, | 56.2
(Rp.) *)
6.628.9
1.742.8
2.553.5
2.004.3
2.089,1
2.571.4
1.011,0
2.296,8
7.223., 7
2.161,7
1.482,4
1.275,3
1.958.7
6.542,0
1992/93 (RAPBN)
I 1
Junlah | X Naik thd
| 1991/92
1I
I
13.139.538.0) 20,8
1
5.142,0 | 59,0
1
7.377.638.0) 16,6
I
4.751.121.0) 38.5
1
19.594.298.0) 34.3
1I
4.974.928.0) 43,4
I
9.469.451.0) 178,0
1
9.469.451.0) 23,7 •
I
8.101.125,0) 50,4
I
9.510.945,0) 28,8
1
6.110.570,0) 24,7
|
5.512.216,0) 33.4
|
4.168.820,0) 52,4
1
17.302.673,0) 40,9
I
II
I
1.321,0 |317.782.400,0| 34.2
1 I 1 1 1 I I
Perkapita
(Rp.) *)
8.004,9
2.770,7
2.976,3
2.776.3
2.806,5
3.686.2
2.810,2
2.842.0
10.863.1
2.784.3
1.848,2
1.701,7
2.985,5
9.219,9
1.772.1
CATATAN : *) = MEMAKAI PENDUDUK HASIL SENSUS 1990
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